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ABSTRAK

Permasalahan yang ada pada pajak bumi dan bangunan Di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu
Sungai Utara, kurangnya kesadaran maasyarakat, kurangnya capaian target, dan kurangnyapemahaman
masyarakat tentang pajak bumi dan bangunan. Metode penelitian ini adalah kualitatif deskriftif dengan teknik
pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah Pertama, indikator
kejelasan kurang jelas yang mana masyarakat masih belum paham tentang wajib pajak. Indikator konsisten
belum konsisten yang mana belum tercapainya terget. Kedua, indikator kompetensi implementor sudah baik
yang mana implementor sudah menguasai bidangnya. Indikator sumberdaya finansial sudah optimal yang
mana upah untuk petugas sudah tertara. Indikator sarana dan prasarana sudah optimal yang mana pelaksana di
dukung dengan sarana yang memadai. Ketiga, indikator komitmen belum optimal yang mana kurangnya
kesadaran dari masyarakat. Indikator cukup optimal yang mana implementor sudah bersikap baik. Indikator
SOP sudah optimal karena petugas sudah menjalankan sesuai dengan SOP. K eempat indikator koordinasi antar
instansi sudah optimal yang mana petugas melakukan koordinasi kepada camat dan kepala desa. Faktor-faktor
mempengaruhi terbagi dua yaitu: penghambat adalah kurangnya himbauan langsung kepada masyarakat, tidak
adanya sanksi dan kurangnya anggaran. Sedangkan faktor pendukung adalah , sesuai tugas pokok dan
fungsinya, adanya sikap melayani kepada masyarakat. Disarankan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah
kabupaten hulu sungai utara agar lebih gencar lagi melakukan sosialisasi dan memberikan sanksi yang tegas
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan perdesaan dan perkotaan sehingga
dalam capaian target sesuai dengan yang ditargetkan dan kepada masyarakat lebih sadar dan peduli tentang
wajib membayarkan pajak dan bangunan kepada pemerintah

Kata Kunci: Implementasi, Pajak Bumi Dan Bangunan, Kabupaten Hulu Sungai Utara

ABSTRACT

The problems that exist in land and building tax in Amuntai Selatan District, Hulu Sungai Utara
Regency, are lack of public awareness, lack of target achievement, and lack of public understanding of land
and building tax. This research method is qualitative descriptive with data collection techniques, namely
interviews, observations and documentation. The results of this study are First, the indicator of clarity is not
clear enough where the community still does not understand about taxpayers. The indicator of consistency is
not consistent yet where the target has not been achieved. Second, the indicator of implementor competence is
good where the implementer has mastered his field. The indicator of financial resources is optimal where the
wages for officers are stated. The indicator of facilities and infrastructure is optimal where the implementer is
supported by adequate facilities. Third, the indicator of commitment is not optimal where there is a lack of
public awareness. The indicator is quite optimal where the implementer has behaved well. The SOP indicator
is optimal because officers have carried out according to the SOP. The fourth indicator of coordination
between agencies is optimal where officers coordinate with the sub-district head and village head. The
influencing factors are divided into two, namely: the inhibitors are the lack of direct appeals to the community,
the absence of sanctions and the lack of budget. Meanwhile, the supporting factors are, according to their
main tasks and functions, the existence of an attitude of service to the community. It is recommended to the
Head of the Regional Revenue Agency of Hulu Sungai Utara Regency to be more active in conducting
socialization and providing strict sanctions for Regional Regulation Number 1 of 2024 concerning Rural and
Urban Land and Building Taxes so that the target achievement is in accordance with the target and the
community is more aware and concerned about paying taxes and buildings to the government

Keywords: Implementation, Land and Building Tax, Hulu Sungai Utara Regency
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PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang berasal dari partisipasi masyarakat. Pajak
derah merupakan kontribusi wajib kepada adearah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang
bersifat memaksa berdasrkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung
dan digunakan untuk keperluan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak salah satu sumber
penrimaan Negara yang berasal dari masyarakat. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat sangat
berpengaruh dalam pembangunan. Kebijakan mengenai pungutanpajak daerah telah diatur
berdasarkan Peraturan daerah yang diupayakan tidak berbenturan dengan pungutan pusat.

Salah satu jenis pajak yang diatur oleh dearah adalah pajak Bumi dan bangunan Perdesaan
dan Perkotaan (PBB-P2). Pajak Bumi dan banguna Perdesaan dan Perkotaan yaituiuran yang
dikenakan terhadap orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak, memiliki, menguasai dan
memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan.

Pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan
daerah, yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan tidak
menerima imbalan secara langsung dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah
dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Pajak Bumi dan
Bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 ditetapkan menjadi Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan
pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau
badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutananan dan
pertambangan. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ini dipungut oleh pemerintah
daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009. Pajak Bumi dan Bangunan bersifat
kebendaan yang artinya besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu keadaan tanah
dan bangunan. Sedangkan keadaan subjek yang membayar pajak tidak ikut menentukan pengenaan
pajak terutang, karena itu Pajak Bumi dan Bangunan disebut pajak objektif.

Dalam implementasi kebijakan peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak bumi dan

bangunan belum terlaksana dengan baik, berdasarkan hasil observasi awal penulis hal ini disebabkan
beberapa permasalahan seperti:

Kurangnya kesadaran dari masyarakat terhadap pajak bumi dan bangunan, yang mana pada
Desa Simpang Tiga dan Desa Banyu Hirang paling terbanyak yang tidak membayar pajak bumi dan
bangunan, yang mana dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Bumi dan
Bangunan Pasal 109 ayat 1 dan 2 yang berbunyi: dalam hal Wajib Pajak tidak membayar tepat pada
waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (dua
persen) perbulan dari jumlah pajak yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan
menggunakan STPD, Penagihan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului
dengan Surat Teguran Dan Sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), merupakan penerimaan daerah dan wajib disetor ke Kas Daerah. (Sumber : Badan
Pendapatan Daerah Hulu Sungai Utara, 2023)

Kecamatan Amuntai Selatan terdiri dari 30 Desa, dimana Pajak Bumi dan Bangunan pada
Kecamatan Amuntai Selatan sangat minim dalam realisasi yang didapat khususnya pada Desa
Simpang Tiga dan Desa Banyu Hirang, hal ini terlihat dari target realisasi pendapatan Pajak Bumi
dan Bangunan pada kedua desa tersebut dari tiga tahun terakhir, pada Tahun 2021 pajak bumi dan
bangunan pada Desa Simpang Tiga targetnya sebesar Rp. 2,597,838,- akan tetapi realisasi yang
dicapai hanya Rp. 1.236.754,-, Tahun 2022 targetnya sebesar Rp. 2,583,960,- akan tetapi realisasi
yang dicapai hanya Rp. 1.573.298,- dan Tahun 2023 targetnya sebesar Rp. 3,051,686,- sedangkan
yang dicapai hanya Rp. 1.934.076,-. Sedangkan pada Desa Banyu Hirang pada Tahun 2021 targetnya
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sebesar Rp. 2,702,378,- realisasi yang dicapai hanya Rp. 1.324.567,-, dan pada Tahun 2022 targetnya
sebesar Rp. 2,698,852, - realisasi yang dicapai hanya Rp. 1.965.034,- dan pada Tahun 2023 targetnya
sebesar Rp. 2,947,667,- reaslisasi yang dicapai hanya Rp. 1.673.721,-. Rendahnya kesadaran yang
ada pada Desa Simpang Tiga dan Desa Banyu Hirang dalam Pajak Bumi dan Bangunan yang mana

setiap tahunnya tidak sesuai dengan capaian yang didapat.

Kurangnya capaian target pajak bumi dan bangunan, yang ada pada Desa Simpang Tiga dan
Desa Banyu Hirang, dimana hal ini terlihat dari capaian persentase yang diperoleh pada tiap tahunnya,
pada Desa Simpang Tiga terlihat pada Tahun 2020 persentase yang didapat hanya mencapai 60% dari
100%, Tahun 2021 persentase yang didapat hanya mencapai 53% dari 100% dan pada Tahun 2022
persentase yang didapat hanya 50% dari 100%. Sedangkan pada Desa Banyu hirang Tahun 2020
persentase yang didapat hanya mencapai 59% dari 100%, Tahun 2021 persentase yang didapat hanya
mencapai 55% dari 100% dan pada Tahun 2022 persentase yang didapat hanya 56% dari 100%, yang
mana dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pasal 8 ayat
1 sampai 3 yang berbunyi: Dasar pengenaan PBB P2 adalah NJOP. Besarnya NJOP sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat
ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah. Penetapan besarnya NJOP
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. (Sumber : Badan
Pendapatan Daerah Hulu Sungai Utara, 2023)

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pajak bumi dan bangunan pada Desa Simpang Tiga
dan Desa Banyu Hirang. Dimana hal ini menjadi sebab bagi masyarakat tidak terlalu peduli dengan
pentingnya mambayar pajak bumi dan bangunan.

Dari latar belakang pada masalah tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti “Implementasi
Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan
Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Simpang Tiga dan Desa Banyu
Hirang)”.

Fokus Penelitian
Fokus Penelitian di sini dimaksudkan untuk mempertegas ruang lingkup masalah yang akan

dibahas, agar tidak menimbulkan terlalu luasnya penafsiran mengenai permasalahan dan pembahasan
terhadap permasalahan pun menjadi terarah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang
peneliti bahas. Maka peneliti memfokuskan penelitian yaitu teori George C. Edward Edward IlI
dalam Subarsono, (2020:90-92) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh
empat variabel yaitu komunikasi,sumberdaya, disposisi, struktur birokrasi.

Rumusan Masalah
Bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak

Bumi dan Bangunan di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa
Simpang Tiga dan Desa Banyu Hirang) dan Faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi
Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan
Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Simpang Tiga dan Desa Banyu
Hirang)
Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian
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Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang
Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi
Kasus Desa Simpang Tiga dan Desa Banyu Hirang).

Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah
Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten
Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Simpang Tiga dan Desa Banyu Hirang).

Manfaat Penelitian
Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dalam

hal ini disiplin ilmu Administrasi Publik khususnya yang berkaitan dengan kebijakan publik.
Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan bagi Pemerintah Daerah
dalam rangka Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Bumi
dan Bangunan di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa
Simpang Tiga dan Desa Banyu Hirang).

Hasil Penelitian Terdahulu

Rabiatun Nisa (2020) Yang Berjudul “Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten
Balangan Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Perkotaan di
Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balagan (Studi Kasus Kelurahan Batu Piring Dan Desa
Bungin), Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Publik (STIA) Amuntai. Hasil penelitian ini bahwa
implementasi peraturan daerah ini cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari: pertama” komunikasi yaitu
konsistensi sudah dilakukan oleh instansi terkait dengan baik. Kedua, sumber daya yaitu staf yang
sudah ada, fasilitas juga sudah memadai dengan baik. Ketiga, disposisi yaitu tanggung jawab juga
sudah memadai dengan baik. Pengangkatan birokrasi sudah sesuai. Keempat, struktur birokrasi yaitu
standar operasional prosedur (SOP) juga sudah dimiliki. Fragmentasi sudah baik. Sedangkan kegiatan
yang belum baik yaitu tranmisi belum tepat sasaran. Kedua, kejelasan komunikasi yang masih belum
jelas disampaikan pada masyarakat. Ketiga, informasi yang masih belum memadai. Adapun faktor
yang menghambat yaitu penyaluran komunikasi yang belum tepat sasaranm kurang jelas dalam
memberikan informasi tentang pajak bumi dan bangunan, dan ketersediaan media informasi yang
masih belum memadai, upaya yang dilakukan yaitu memberikan sosialisasi dan memberikan
pemahaman kepada masyarakat, penyediaan informasi.

Dita Dwi Lestari (2022) yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Jasa Perkotaan (PBB-P2) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
(PAD) Di Kecamatan Purwokerto Barat, Universitas Jenderal Soedirman. .Implementasi kebijakan
pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Purwokerto Barat
telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten Banyumas terkait Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berupa
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 dan Peraturan Bupati Banyumas
Nomor 49 Tahun 2012. Dalam proses pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan terdapat kendala-kendala baik akibat faktor internal maupun eksternal yang
kemudian diantisipasi dengan kebijakan atau strategi khusus yang dilakukan oleh Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Banyumas, sehingga tetap meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
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Teknik Pengumpulan Data
Untuk pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik
pengumpulan data sebagai berikut :

Teknik Wawancara
Yaitu teknik penggalian data yang penulis lakukan dengan cara wawancara bebas pada
responden dan informan untuk melengkapi data yang digali melalui teknik lainnya.

Teknik Observasi (Pengamatan)

Yaitu teknik yang digunakan secara langsung pada objek untuk mendapatkan data dengan
melihat, mengamati fenomena yang terjadi dan mencatat mengenai hal-hal yang ada kaitannya
dengan Implementasi Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak
Bumi dan Bangunan di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa
Simpang Tiga dan Desa Banyu Hirang).Studi dokumentasi, yaitu mengumpulkan data-data dokumen
atau arsip dan berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas.

Teknik Analisa Data

Teknik analisa data merupakan bagian yang penting dalam suatu penelitian. Melalui tekniki
analisa data, maka data-data yang diperoleh diklasifikasikan secara diskriptif. Data-data yang telah
disusun kemudian disajikan melalui proses yang dilakukan secara sistematis, metodelogis dan
konsisten, sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang Implementasi Kebijakan Peraturan
Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Amuntai Selatan
Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Simpang Tiga dan Desa Banyu Hirang).

Kerangka Pemikiran

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah
Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Bupati Hulu Sungai Utara, menimbang : a. bahwa Pajak
Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai
pelaksanaan pemerintahan daerah; b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 95 ayat (1) UndangUndang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah ditetapkan dengan
Peraturan Daerah; c. bahwa Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Daerah di Kabupaten
Hulu Sungai Utara, belum mengakomodasi ketentuan mengenai cara pembayaran non-tunai dan
ketentuan mengenai tata cara pemungutan Pajak Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah
tentang Pajak Daerah.

Mengingat begitu pentingnya permasalahan Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah
Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Amuntai Selatan
Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Simpang Tiga dan Desa Banyu Hirang) maka
peneliti memfokuskan pada teori George C. Edward Edward I11 (dalam Subarsono, 2020: 90-92)
berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yang mengatakan
Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrasi.

Desain Operasional Penelitian

Definisi operasional adalah aspek penelitian yang memberikan informasi kepada kita tentang
bagaimana caranya mengukur variabel. Definisi operasional adalah semacam petunjuk kepada kita
tentang bagimana caranya mengukur suatu variabel. Definisi operasional merupakan informasi ilmiah
yang sangat membantu penelitilain yang ingin melakukan penelitian dengan menggunakan variabel
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
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yang sama. Karena berdasarkan informasi itu, ia akan mengetahui bagaimana caranya melakukan
pengukuran terhadap variabel yang dibangun berdasarkan konsep yang sama. Dengan demikian ia
dapat menentukan apakah tetap menggunakan prosedur pengukuran yang sama atau diperlukan
pengukuran yang baru.

Desain operasional penelitian adalah definisi yang didasarkan atas sifat-sifat yang diamati.
definisi operasional mencakup hal-halpenting dalam penelitian yang memerlukan penjelasan,
bersifak spesifik, rinci, tegas dan pasti.

PEMBAHASAN

Implementasi merupakan sebuah konsep yang berkaitan dengan sejumlah indikator
keberhasilan dan sering disebut sebagai kinerja serta pencapaian. Implementasi Kebijakan Peraturan
Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Amuntai Selatan
Kabupaten Hulu Sungai (Studi Kasus Desa Simpang Tiga dan Desa Banyu Hirang) Utara dapat dilihat
dari indikator sebagai berikut:

Komunikasi secara lisan yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak, yang mana dalam
penerapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Bumi dan Banguna di Kecamatan
Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara sudah berjalan dengan baik.

Indikator kejelasan tidak jelas dimana masih banyak masyarakat yang tidak paham akan wajin
membayarkan pajak bumi dan bangunan kepada pemerintah dan kurangnya himbauan dari
pemerintah kepada masyarakat langsung tentang pajak bumi dan bangunan., biasaanya pajak bumi
dan bangunan di bayarkan oleh pemerintah desa kepada Badan Pendapatan Daerah. Dan menurut
pengakuandari masyarakat tidak adanya himbauan langsung kepada masyarakat tentang pajak bumi
dan bangunan

Indikator konsistensi belum baik dimana kurangnya capaian target pajak bumi dan bangunan,
yang ada pada Desa Simpang Tiga dan Desa Banyu Hirang, dimana hal ini terlihat dari capaian
persentase yang diperoleh pada tiap tahunnya.

Sumber daya manusia juga adalah kunci penentu perkembangan perusahaan. Pada hakikatnya,
sumber daya manusia dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir dan perencana
untuk mencapai tujuan organisasi.

Indikator kompetensi implementor sudah baik dimana pelaksana melakukan sesuai dengan
aturan yang berlaku, dimana pajak bumi dan bangunan yang mana wajib PBB P2 adalah orang pribadi
atau Badan yang nyata mempunyai suatu hak Bumi dan memperoleh manfaat atas Bumi, dan
memiliki, menguasai, dan memperoleh manfaat atas Bangunan

Indikator sumberdaya finansial belum baik yang mana sumberdaya finansial yang mana masih
kurang, dimana anggaran yang minim untuk melakukan sosialisasi terhadap pelaksana dalam
penerapan Peraturan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan di
Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Indikator sarana dan prasarana cukup baik yang mana penerapan yang dilakukan dimana sarana
dan prasrana cukup memadai dalam pelaksanaannya, sarana dan prasrana yang ada seperti adanya
himbauan berupa pembayaran pajak bumi dan bangunan.

Disposisi adalah kualitas karakter, kebiasaan, persiapan, keadaan kesiapan, kecenderungan
bertindak dengan cara tertentu, disposisi adalah pendapat seorang pejabat seperti urusan yang termuat
pada suatu surat dinas, yang langsung dituliskan pada surat yang bersangkutan dan pada lembar
khusus. Lembar khusus ini disebut dengan lembar disposisi.
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Indikator komitmen sudah berjalan baik dari pelaksana pajak untuk menjalankan Peraturan
Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Dan Retribusi. Akan tetapi, terlihat kurang komitmen
dari masyarakat akan pentingnya membayarkan pajak kepada pemerintah dan masih banyak
masyarakat tidak peduli dan mematuhi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024.

Indikator sikap dari pelaksana sudah baik sebagai pelayan bagi masyarakat sebagai pengelola
pajak dan masyarakat cukup puas dengan para pegawai melayani masyarakat dengan bersikap baik
sebagai pengelola pajak.

Struktur birokrasi ialah struktur kelembagaan pelaksanaan program, ada dua hal yang terbagi,
fragmentasi (pemecahan/pembagian untuk beberapa bagian kekuasaan) dan prosedur rutin atau
standar prosedur operasi.

Indikator SOP sudah optimal yang mana menjadi landasan pegawai dalam menerapkan
peraturan tersebutdan masyarakat menilai para pegawai sudah menjalankan Peraturan Daerah Nomor
1 Tahun 2024 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan sudah sesuai SOP yang ada sebagai pengelola
pajak bumi dan bangunan.

Indikator koordinasi yang dilakukan sudah baik dimana koordinasi dilakukan Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara berkoordinasi kepada kantor camat dan kantor desa
untuk penerapan peraturan daerah nomor 1 tahun 2024 tentang pajak dan retribusi.

Faktor mempengaruhi Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024
Tentang Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara
(Studi Kasus Desa Simpang Tiga dan Desa Banyu Hirang) terbagi dua yaitu:

Faktor penghambat adalah kurangnya himbauan langsung kepada masyarakat yang menjadi
persoalan tentang pemahaman masyarakat terhadap pajak bumi dan bangunan, yang mana masyarat
masih banyak yang kurang paham tentang wajib membayar pajak bumi dan bangunan dan prosedur
pembayaran pajak bumi dan bangunan. Tidak adanya sanksi terlihat dari kurang pedulinya
masyarakat Desa Simpang Tiga dan Desa Banyu Hirang Kecamatan Amuntai Selatan untuk
membayar pajak bumi dan bangunan. Kurangnya anggaran terlihat dari minimnya anggaran untuk
melakukan sosialisasi terhadap pelaksana dalam penerapan Peraturan Peraturan Daerah Nomor 1
Tahun 2024 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu
Sungai Utara.

Faktor pendukung adalah adanya sikap melayani kepada masyarakat terlihat pada sebagai
pelayan bagi masyarakat sebagai pengelola pajak dan masyarakat cukup puas dengan para pegawai
melayani masyarakat dengan bersikap baik sebagai pengelola pajak. Sesuai dengan tugas dan fungsi
pokok terlihat dari bahwa kompetensi implementor sudah baik dimana pelaksana melakukan sesuai
dengan aturan yang berlaku, dimana pajak bumi dan bangunan yang mana wajib PBB P2 adalah orang
pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat
atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan. Dan adanya
hubungan kepada instansi terkait terlihat dari bahwa hubungan yang dilakukan sudah baik dimana
koordinasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara berkoordinasi kepada kantor
camat dan kantor desa untuk penerapan peraturan daerah nomor 1 tahun 2024 tentang pajak dan
retribusi.

SIMPULAN

Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Bumi dan
Bangunan di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Simpang
Tiga dan Desa Banyu Hirang) cukup baik hal ini dapat dilihat dari indikator: Pertama, sub variable
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komunikasi pada indikator kejelasan sudah baik yang mana kejelasan yang dilakukan sudah jelas
dimana dalam pajak PBB Objek PBB P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai,
dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan. Indikator konsistensi kurang baik dimana
kurangnya capaian target pajak bumi dan bangunan, yang ada pada Desa Simpang Tiga dan Desa
Banyu Hirang, dimana hal ini terlihat dari capaian persentase yang diperoleh pada tiap tahunnya.
Kedua, sub variable sumberdaya pada indikator kompetensi implementor sudah baik dimana
pelaksana melakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, dimana pajak bumi dan bangunan yang
mana wajib PBB P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas
Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi. Indikator sumberdaya finansial kurang baik yang
mana sumberdaya finansial yang mana masih kurang, dimana anggaran yang minim untuk melakukan
sosialisasi terhadap pelaksana dalam penerapan Peraturan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024
Tentang Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
Indikator sarana dan prasarana cukup baik yang mana penerapan yang dilakukan dimana sarana dan
prasrana cukup memadai dalam pelaksanaannya, sarana dan prasrana yang ada seperti adanya
himbauan berupa pembayaran pajak bumi dan bangunan. Ketiga, sub variable disposisi pada indikator
komitmen cukup baik dimana sudah Sesuai dengan aturan yang telah berlaku, pelaksana berkomitmen
menjalankan tugas sesuai dengan apa yang ada di peraturan daerah nomor 1 tahun 2024 tentang pajak
bumi dan bangunan, akan tetapi, terlihat kurang komitmen dari masyarakat akan pentingnya
membayarkan pajak kepada pemerintah dan masih banyak masyarakat tidak peduli dan mematuhi
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Dan Retribusi. Indikator sikap dari pelaksana
sudah baik sebagai pelayan bagi masyarakat sebagai pengelola pajak. Keempat, sub variable struktur
birokrasi pada indikator SOP sudah baik yang mana menjalankan peraturan daerah nomor 1 tahun
2024 sudah dijalankan sesuai dengan SOP, dan menjadi landasan pegawai dalam menerapkan
peraturan tersebut. Indikator koordinasi yang dilakukan sudah baik dimana koordinasi yang dilakukan
bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara berkoordinasi kepada kantor camat
dan kantor desa untuk penerapan peraturan daerah nomor 1 tahun 2024 tentang pajak dan retribusi.

Faktor mempengaruhi Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024
Tentang Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara
(Studi Kasus Desa Simpang Tiga dan Desa Banyu Hirang) terbagi dua yaitu:

Faktor penghambat adalah kurangnya himbauan langsung kepada masyarakat yang menjadi
persoalan tentang pemahaman masyarakat terhadap pajak bumi dan bangunan, yang mana masyarat
masih banyak yang kurang paham tentang wajib membayar pajak bumi dan bangunan dan prosedur
pembayaran pajak bumi dan bangunan. Tidak adanya sanksi terlihat dari kurang pedulinya
masyarakat Desa Simpang Tiga dan Desa Banyu Hirang Kecamatan Amuntai Selatan untuk
membayar pajak bumi dan bangunan. Kurangnya anggaran terlihat dari minimnya anggaran untuk
melakukan sosialisasi terhadap pelaksana dalam penerapan Peraturan Peraturan Daerah Nomor 1
Tahun 2024 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu
Sungai Utara.

Faktor pendukung adalah adanya sikap melayani kepada masyarakat terlihat pada sebagai
pelayan bagi masyarakat sebagai pengelola pajak dan masyarakat cukup puas dengan para pegawai
melayani masyarakat dengan bersikap baik sebagai pengelola pajak. Sesuai dengan tugas dan fungsi
pokok terlihat dari bahwa kompetensi implementor sudah baik dimana pelaksana melakukan sesuai
dengan aturan yang berlaku, dimana pajak bumi dan bangunan yang mana wajib PBB P2 adalah orang
pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat

atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan. Dan adanya
___________________________________________________________________________________________________________________|
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hubungan kepada instansi terkait terlihat dari bahwa hubungan yang dilakukan sudah baik dimana
koordinasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara berkoordinasi kepada kantor
camat dan kantor desa untuk penerapan peraturan daerah nomor 1 tahun 2024 tentang pajak dan
retribusi.
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